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Abstract: The fastest growing financial sector is investment activity. The investment business
is certainly included in the scope of supervision by the Financial Services Authority. But in
practice, many people carry out their rotten ideas for personal gain which can harm many
partieswho invest in these people or individuals. The rise of fraudulent investmentsis certainly
part of the responsibility and supervision carried out by the Financial Services Authority. This
research isqualitative research using the literature study approach method, the data collection
refers to previous research, books, newspapers, documents, and other reading sources. This
research focuses on discussing the role of the OJK in preventing and eradicating
illegal/bodong/fictitiousinvestments. In an effort to regulate and prevent fraudul ent i nvestment
practices, the actions launched by OJK are conducting socialization and counseling to the
public, providing investment entity establishment licenses only to those who meet the criteria,
providing consumer complaint services, forming a fraudulent investment alert task force,
issuing regulations and forming capital market protection institutions. The obstacles in efforts
to eradicate fraudulent investment are in the form of difficultiesin establishing communication
between institutions, there is a barrier between OJK and Bank Indonesia as the highest
supervision of the financial and banking sectors in Indonesia, thisis due to the distance and
long transition from OJK to Bank Indonesia.
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Abstrak: Sektor keuangan yang berkembang pesat adalah aktivitas investasi. Bisnis investas
tentunya masuk dalam lingkup pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tetapi pada
praktinya, banyak oknum menjalankan ide busuknya untuk mendapatkan keuntungan pribadi
yang dapat merugikan banyak pihak yang menanamkan investasinya pada orang atau
perseorangan tersebut. Maraknya investasi bodong tentunya menjadi bagian dari
tanggungjawab dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan studi literatur,
pengumpulan datanya mengacu pada penelitian terdahulu, buku, koran, dokumen, dan sumber
bacaan lainnya. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai peranan OJK dalam
mencegah dan memberantas investas ilegal/bodong/fiktif . Analisis suatu data dilaksanakan
dengan beberapa tahap seperti reduksi data, penyediaan data dan kesimpulan dari sebuah
penelitianDalam upaya pengaturan dan pencegahan praktik investas bodong, tindakan-
tindakan yang dicanangkan OJK yaitu mengadakan sosialisas dan penyuluhan kepada
masyarakat, memberikan izin pendirian entitasinvestasi hanya kepadayang memenuhi kriteria,
menyediakan layanan pengaduan konsumen, membentuk satgas waspada investasi bodong,
mengeluarkan regulas dan membentuk lembaga perlindungan pasar modal.Kendala dalam
upaya pemberantasan investasi bodong yaitu berupa sulitnya untuk menjalin komunikasi antar
lembaga adanya sekat antara OJK dengan Bank Indonesia selaku pengawasan tertinggi sektor
keuangan dan perbankan di Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh adanya jarak dan transisi
yang begitu lama dari OJK kepada Bank Indonesia.
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PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa dikenal dengan OJK merupakan sebuah
lembaga yang dibentuk oleh adanya beberapa keresahan di sector perbankan yang banyak
dilikuidas pada saat krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1977. OJK dibentuk untuk
menggantikan peran dari Bank Sentral yang dinilai gagal dalam melakukan fungsi pengawasan
sector perbankan pada waktu itu mengalami krisis likuidasi secara besar besaran yang
menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia yang diakibatkan oleh tidak efektifnya fungsi
pengawasan pada sector keuangan dan perbankan di Indonesia.

Dibentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia memiliki tujuan untuk
mengantisipasi kompleksitas system keuangan secara global yang memiliki prinsip prinsip
ekonomis, akuntabilitas, transparansi dan independen. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga
memiliki cakupan pengawasan pada sector semuaindustry atau perusahaan yang bergerak pada
bidang keuangan, perbankan, asuransi, investasi, pasar modal, dan lembaga lembaga keuangan
non bank lainnya. Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi pengawasan yang mengikuti akan
perkembangan zaman. Peran OJK dalam mengawasi jasa keuangan di Indonesia telah diatur
dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang menjelaskan bahwasanya OJK
memiliki fungsi dan tugas dalam pengelolaan dan penawasan bagi seluruh fungsi industry
dalam bidang jasa keuangan Indonesia.

Dalam era perkembangan industry 4.0 menuju era 5.0 sekarang ini, industri jasa
keuangan di Indonesia sudah berkembang secara pesat dalam melakukan visi misi industri
keuangannya yang diakibatkan oleh globalisasi dan perkembangan sistem teknologi informasi.
Revolus teknologi keuangan tersebut mampu memainkan peran strategis yang kompelks,
dinamis, dan saling berkaitan dalam beberapa sector keuangan (Amir, 2020). Perkembangan
teknologi informasi dalam bidang keuangan tentunya juga menjadi boomerang untuk semua
kalangan apabila tidak digunakan dengan baik yang mengakibatkan berbagai permasalahan
yang tentunya dapat merugikan berbagai pihak.

Permasalahan yang timbul akibat perkembangan teknologi informas tersebut tak
terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Otoritas Jasa K euangan. Pembentukan
OJK memiliki tujuan untuk membentuk aktivitas sector keuangan di Indonesia dapat berjalan
dengan lancer, teratur, akuntabel, dan adil yang dapat mengawasi sistem keuangan yang stabil
seiring dengan pertumbuhan aktivitas sector keuangan di Indonesia (Zulfikar dan Pamungkas,
2021).
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Pada masa sekarang ini, sector keuangan yang berkembang pesat di Indonesia adalah
aktivitas investasi. Aktivitas bisnis investasi tentunya juga dalam lingkup pengawasan yang
dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut diatur ke dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan RI No. 3/POJK. 04/2021 Tentang Penyelenggaraan kegiatan di Pasar Modal. Setiap
lembaga, perorangan, perseorangan apabila ingin mendirikan usaha jasa keuangan pada
penanaman modal diatur jelas pada peraturan tersebut.

Praktek investasi merupakan sebuah aktivitas untuk menanamkan modalnya dalam
bentuk uang yang nantinya dapat ditarik kembali dengan keuntungan yang menjanjikan dalam
periode dan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi pada kenyataannya, hal tersebut malah
menjadi celah untuk beberapa oknum supaya dapat menjalankan ide busuknya untuk
mendapatkan keuntungan pribadi saja yang dapat merugikan banyak pihak yang menanamkan
investasinya pada orang atau perseorangan tersebut.

Aktivitasinvestas atau penanaman modal seperti itu yang menjalankan aksinya dengan
menjanjikan keuntungan tetap kepada masing masing korban walaupun perusahaan tesebut
mengalami kerugian bahkan dalam skala yang besar besaran. Bentuk penanaman modal atau
investasi seperti itu yang merupakan tindakan investasi yang tidak wajar dengan menjauhi
ketentuan dari perbankan dan tidak terdaftar kedalam perusahaan yang memiliki izin dan
sertifikasi dari OJK. Kecurangan atau fraud seperti itu yang biasanya dikenal dengan investas
illegal atau bodong.

Salah satu kasusinvestasi bodong di Indonesiaadalah kasusinvestasi yang menyangkut
platform jual belie masoleh PT Tamasia Global Sharia. Menurut CNBC Indonesia, sejak tahun
2018 lau, toko emas ini sudah dianggap illegal dan sudah dihentikan oleh Satgas Waspada
Investasi (SWI). Akan tetapi, masih banyak nasabah yang menjadi korban investasi bodong PT
Tamasiatersebut dengan dalih bahwa perusahaan tersebut ialah telah benar benar resmi untuk
menjadi toko investasi emas bahkan toko tersebut belum mendaparkan izin dari Bappeti.

Selain investasi bodong dalam bentuk barang, investasi bodong pada masa sekarang ini
juga bergerak pada teknologi informasi. Seperti pada kasus beberapa influencer yang menjadi
afiliator sebuah aplikasi yang bernamaBinomo. Modus yang dilakukan dalam investasi bodong
tersebut adalah dengan menawarkan keuntungan nasabah yang tinggi, pengumpulan dana
masyarakat, penggunaan aplikasi Al, dan penanaman modal untuk trading. Pada investas
bodong tersebut termasuk kedalam penggelapan dana nasabah yang diperuntukkan untuk
keuntungan pribadi.

Maraknya investas bodong yang terjadi di Indonesia tentunya menjadi bagian dari
tanggungjawab dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai
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lembaga yang terintegrasi dan independen, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting
untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai wawasan untuk waspada kepada
jasa jasa investasi yang menawarkan profit yang menggiurkan. Otoritas Jasa Keuangan juga
memiliki peran dalam melindungi hukum penanam modal atau investasi.

Berdasarkan beberapa pernyataan dan kasus diatas, maka penulis tertarik untuk
meneliti peran dari Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi jalannya aktivitas aktivitas
penanaman modal atau investasi di Indonesia. Tujuan penulis dalam artikel ini adalah untuk
menganalisis peran Otoritas Jasa K euangan dalam memberantas investasi illegal atau bodong
di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA
Investasi

Investas merupakan suatu kegiatan penanaman modal, pembelian saham obligasi, dan
benda mati, setelah dilakukan analisis akan menjamin modal yang diletakan dan memberikan
hasil yang memuaskan atau mendapat keuntungan, serta dengan investasi ini dapat
memperbaiki taraf hidup yang lebih baik, mengurangi tekanan inflasi, dan menghemat pajak
(Bakhri el al, 2019). Lebih lanjut dijelaskan investasi dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis
yaitu: 1) Investas berdasarkan aset, seperti kendaraan, gedung, tanah, bangunan serta
dokumen; 2) Investas berdasarkan pengaruh, seperti pembelian surat-surat berharga yang tidak
dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang bersifat spekulatif atau bunga tabungan yang
dipengaruhi oleh eknaikan barang dan jasa serta tingkat pendapatan; 3) Investasi berdasarkan
sumber pembiayaan, seperti penanaman modal dalam negeri atau investasi yang bersumber
dari modal asing/investor asing; 4) investasi berdasarkan bentuk, yaitu investas yang
dilakukan langsung oleh pemilik seperti membangun pabrik atau gedung, atau mengakuisis
perusahaan, sertainvestas dengan melalui pasar modal.

Otoritas Jasa K euangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan adalah
lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan tugas,
fungsi, wewenang, dan tanggung jawab terhadap pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di
sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, non perbankan seperti asuransi, dana pensiun,
pembiayaan, dan pasar modal serta lembaga jasa keuangan lainnya. Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2011 pada pasal 4 menyebutkan tujuan dari dibentuknya Otoritas Jasa K euangan ini
adalah agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan dapat terselenggara atau terlaksana secara

teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh
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secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun
masyarakat umum.

Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap
lembaga di sektor jasa keuangan ini diharapkan dapat mendukungkepentingan sektor jasa
keuangan secara keseluruhan sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian, serta
mampu menjaga kepentingan umum seperti sumber daya manusia, pengel oaan, pengendalian,
dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif
globalisasi. Hal tersebut sgjalan dengan prinsip-prinsip pembentuk Otoritas Jasa Keuangan
yaitu independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan
studi literatur atau penelitian kepustakaan, dimana pengumpulan datanya mengacu pada
penelitian terdahulu, buku, koran, dokumen, dan sumber bacaan lainnya. Pemilihan pendekatan
studi literatur ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam menggali masalah dengan
batasan tertentu. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai peranan OJK dalam
mencegah dan memberantas investas ilegal/bodong/fiktif . Analisis suatu data dilaksanakan
dengan beberapa tahap seperti reduksi data, penyediaan data dan kesimpulan dari sebuah
penelitian. Studi Literatur (literature review) adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh
peneliti dengan mengacu beberapa jurnal, artikel, buku yang berkaitan dengan masalah dan
tujuan penelitian. Pendekatan literatur review merupakan metode penelitian yang dilakukan
untuk menyatukan inti maupun hasil dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Metode
ini digunakan dengan tujuan untuk menyajikan berbagai teori-teori yang relevan dengan
permasal ahan yang sedang diteliti sebagai acuan dalam pembahasan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK yang menjelaskan
mengenai fungss OJK dalam pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.OJK merupakan lembaga independen
yang bebas dari pengaruh pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam
melakukan pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap kegiatan disektor jasa
keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, agar dapat meningkatkan daya saing

perekonomian.
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Berdasarkan UU tersebut OJK memiliki tugas dalam mengatur dan mengawasi dalam
pendirian maupun pembentukan perusahaan baru dalam sektor investas atau penanaman
modal di Indonesia sehinga setiap perusahaan investasi atau penanaman modal yang didirikan
ataupun yang sudah berdiri di Indonesia dapat diawasi dan dalam pendataan Otoritas Jasa
Keuangan. Kegiatan investasi atau penanaman modal di Indonesia patut diawasi secaraintensif
oleh OJK karena masih terdapat banyak sekali kasus kasus perusahaan investas atau
penanaman modal di Indonesia yang tidak memiliki izin sertifikasi legal secara hukum yang
mengakibatkan banyaknya korban investasi yang telah mengalami kerugian sangat banyak
karena telah berinvestasi di perusahaan tersebut.

OJ telah mecanangkan beberapa upaya dalam pengawasan dan pemberantasan
maraknya investas bodong di Indonesia. Salah satu upaya yang dicanangkan yaitu upaya
preventif:

1. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang suatu aktivitas
yang berkaitan dengan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi. Tujuan
diadakan sosiadisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar kepada
masyarakat untuk menanamkan pikiran kewaspadaan terhadap perusahaan atau
perseorangan yang menawarkan segala bentuk investasi atau penanaman modal
dengan iming-iming menguntungkan dan mengahsilkan hasil yang sangat besar dan
cepat.

2. OJK memberikan izin kepada perusahaan/perseorangan yang memenuhi kriteria
dan syarat yang telah di tetapkan oleh OJK dengan tujuan meminimalisir
terbentuknya entitas investasi atau penanaman modal yang ilegal.

3. Menyediakan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:

a Penyediaan layanan pengaduan yang memadahi yang dapat digunakan
konsumen yang merasa dirugikan dari investasi bodong.

b. Menetapkan mekanisme pengaduan yang jelas dan tertata bagi masyarakat yang
menjadi korban investasi bodong/ilegal.

¢. OJK menindaklanjuti setiap aduan dari masyarakat sesuai dengan mekanisme
perundang-undangan untuk ditindaklanjuti secara hukum.

4. Membentuk satgas waspadainvestasi bodong. Tujuan dibentuknya satgas ini untuk
memaksimalkan respon cepat tanggap apabila terdapat pengaduan mengenai
adanya praktik investasi bodong yang dialami masyarakat. Menurut Ahmad (2018)
menyebutkan bahwa satgas investasi bodong ini telah dibentuk dari tahun 2016

yang disebar ke setiap provinsi di Indonesia yang nantinya dilakukan pemeriksaan
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terkait dengan kecurigaan entitas manapun yang melakukan praktik investasi
bodong.

Selain dari tindakan-tindakan preventif OJK juga mengeluarkan peraturan tentang
regulasi yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong yaitu dengan
mengeluarkan Surat Edaran OJK No0.12/SEOJK.07-2014 tentang penyampaian informas
dalam rangka pemasaran produk dan atau pelayanan jasa keuangan yang merupakan
pelaksanaan dari peraturan OJK No0.1/POJK.07/2013 Tanggal 6 Agustus 2013 tentang
perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang mulai efektif diberlakukan sgjak 6 Agustus
2014. Dimana dalam surat edaran tersebut menetapkan bahwa penawaran oleh Pelaku Usaha
Jasa Keuangan harus menggunakan data yang telah di setujui oleh konsumen atau masyarakat
yang bersediadi hubungi melalui telepon/e-mail/lainnya. Dengan adanyaregulasi terebut dapat
menjadi acuan karena dapat diketahui entitas keuangan apa sgja yang sudah mendapatkan izin
dari OJK.

Dalam upayarepresif untuk memberantas maraknyatindak investasi bodong oleh pihak
yang tidak bertanggungjawab, OJK membentuk sebuah badan yang bergerak untuk
menci ptakan rasa kepercayaan bagi masyarakat | ndonesia dalam berinvestasi dan menanamkan
modalnya yaitu Investor Protection Fraud dalam lembaga perlindungan pasar modal. OJK
berhak mencaput izin usaha praktik investasi bodong apabilaterbukti telah melakukan tindakan
penipuan kepada orang banyak yang bersifat merugikan banyak orang. Hal tersebut diatur ke
dalam pasal 28-30 UU NO. 21 Than 2011 tentang Otoritas Jasa K euangan.

Dalam upaya pemberantasan tindak investasi secara ilega di Indonesia, OJK juga
mengalami kendala yaitu berupa sulitnya untuk menjalin komunikasi antar lembaga adanya
sekat antara OJK dengan Bank Indonesia selaku pengawasan tertinggi sektor keuangan dan
perbankan di Indonesia (Immanuel, 2022). Sekat tersebut diakibatkan oleh jarak dan transis
yang begitu lama dari OJK kepada Bank Indonesia yang membutuhkan banyak persyaratan
yang diperlukan.

KESIMPULAN

Dalam melakukan pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa keuangan khususnya
investasi bodong atau ilegal upaya yang dapat dilakukan oleh OJK yaitu mengadakan
sosidisass dan penyuluhan kepada masyarakat, OJK memberikan izin kepada
perusahaan/perseorangan yang memenuhi kriteria dan syarat, menyediakan pelayanan
pengaduan konsumen dan menindaklanjuti setiap aduan dari masyarakat, membentuk satgas
waspada investasi bodong, mengeluarkan regulasi dan membentuk Investor Protection Fraud

dalam lembaga perlindungan pasar modal. Kendala dalam upaya pemberantasan investas
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bodong yaitu berupa sulitnya untuk menjalin komunikasi antar lembaga adanya sekat antara
OJK dengan Bank Indonesia selaku pengawasan tertinggi sektor keuangan dan perbankan di
Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh adanya jarak dan transis yang begitu lama dari OJK
kepada Bank Indonesia.
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